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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang mencakup dan membicarakan 

segala hal yang berhubungan dengan hukum. Menurut Fitzgerald, ilmu hukum 

adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu 

penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoritis, yang berusaha untuk 

mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum. Ilmu 

hukum mempunyai hakekat interdisipliner. Hakekat tersebut kita ketahui dari 

digunakannya berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan 

berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum itu di masyarakat. 

Berbagai aspek dari hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan

dengan baik tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya

pengadilan negara, kita tidak dapat menilai bahwa pengadilan negara merupakan

satu-satunya mekanisme dalam penyelesaian suatu perkara yang sah di suatu 

negara. Antropologi mengatakan bahwa pengadilan negara itu merupakan suatu 

bentuk eksperimentasi kultural dari suatu bangsa dalam menyelesaikan sengketa- 

sengketa di antara anggota-anggota masyarakat. Sebagaimana halnya dengan 

setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum ini juga mempunyai objeknya sendiri. 

Objek dari ilmu hukum itu adalah hukum. i

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3-7
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Hukum adalah suatu kaedah yang mengatur dan menjadi acuan dalam 

kehidupan yang terwujud dalam berbagai peraturan. Di dalam suatu negara 

hukum mempunyai peranan yang sangat penting karena hampir semua aspek 

kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Secara sosiologis hukum itu 

merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institutiori) yang merupakan 

himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perilaku yang berkisar pada 

kebutuhan pokok manusia.2 Hukum yang baik adalah hukum yamg berkembang 

mengikuti perkembangan manusia, oleh karena itu hukum harus bersifat luwes 

dan fleksibel sehingga dapat sejalan dengan kehidupan manusia yang semakin 

maju dan modem. Selain itu hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

menjaga keamanan bangsa, seperti pendapat S. M. Amin bahwa3 tujuan hukum 

adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan 

dan ketertiban terpelihara, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar 

kedamaian dan keadilan dapat tercapai.

Setiap teijadi sengketa, pelanggaran terhadap hukum diselesaikan sesuai 

dengan hukum. Tindak pidana merupakan pelanggaran hukum. Kasus-kasus 

tindak pidana penyelundupan, baik itu kasus penyelundupan yang terjadi di 

daerah perairan ataupun di dunia penerbangan, harus diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan hukum. Penyelundupan teijadi dipengaruhi oleh letak Indonesia yang 

strategis, diapit oleh dua samudera dan benua, dan Indonesia adalah 

kepulauan (archipelago) yang mempunyai lebih dari 13.000 pulau yang tersebar

negara

3 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1980, hlm. 4 
" S.M. Amin dalam C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Balai Pustaka, 
Jakarta, 1989, hlm. 38
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3

dari ujung barat pulau Sumatera sampai dengan ujung timur pulau Papua, 

menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan akhir (enduser country) 

dalam perdagangan internasional. Luasnya wilayah laut Indonesia menyebabkan 

perdagangan melalui jalur transportasi air menjadi berkembang pesat, sehingga 

pelabuhan-pelabuhan laut Indonesia tidak pernah sepi dari kegiatan ekspor dan 

impor negara ini. Begitu juga dengan semakin berkembangnya jalur transportasi 

udara, sehingga sudah tidak asing lagi bagi para eksportir atau importir untuk 

melakukan kegiatan bisnisnya menggunakan jasa pengangkutan udara. Tetapi 

tidak sedikit importir ataupun eksportir yang melanggar ketentuan-ketentuan yang 

mengatur tentang kegiatan ekspor impor sehingga sering terjadi kasus 

penyelundupan, baik penyelundupan yang terjadi di pelabuhan laut maupun di

bandar udara.

Pengertian penyelundupan menurut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun

1967 pada Pasal 1 ayat (2) adalah:

“Tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan

pengeluaran barang atau uang. dari Indonesia ke luar,- negeri (ekspor) atau 

pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).”

Masalah penyelundupan di Indonesia merupakan masalah yang telah lama 

terjadi dan abadi. Namun sekarang, berkat kesigapan dari para pejabat yang 

berwenang dalam hal ini adalah pejabat Bea dan Cukai, beberapa kasus 

penyelundupan berhasil ditangkal dan diungkap. Dalam Pasal 102 Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, tindak pidana 

penyelundupan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan

■V •
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denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Namun ketentuan 

tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

Tentang Kepabeanan kurang memberikan perumusan yang eksplisit dan dianggap 

kurang tegas, sehingga susah menjerat pelanggar kepabeanan khususnya dalam 

bidang penyelundupan. Kemudian pada tanggal 15 Nopember 2006 Pemerintah 

Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, 

penyelundupan diatur dalam Pasal 102, di dalam pasal tersebut mempunyai sub- 

sub bagian lagi sehingga pengaturan masalah penyelundupan lebih jelas dan tegas

lagi. Terdapat berbagai macam kendala yang berhasil diungkap adalah antara lain

adanya penyelundupan dengan modus tidak memberitahukan secara benar jumlah

barang di dalam dokumen kepabeanan, tidak memberitahukan secara benar nilai

pabean yang akan dijadikan dasar penghitungan pembayaran bea masuk dan pajak

dalam rangka impor (under invoicing). Dengan modus seperti itu, dengan dalih 

untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, 

akhirnya menjerat importir tersebut dalam kasus penyelundupan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Pembahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ini 

diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyelundupan dengan 

lebih memperberat sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa denda serta

■ v ..
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memberlakukan sanksi pidana minimal dan maksimal. Dalam Pasal 102 Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa sanksi pidana penjara 

paling singkat satu tahun dan paling lama sepuluh tahun, dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Setelah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disahkan, beberapa 

kasus penyelundupan pernah terjadi di wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe A3 Palembang seperti penyelundupan Ceramic Tiles, Shower Set dan 

Toilet Set dengan modus tidak memberitahukan jumlah barang secara benar dan 

tidak memberitahukan secara benar nilai pabean yang akan dijadikan dasar 

penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terjadi pada tanggal 

20 Desember 2006 serta penyelundupan Spare part dengan modus tidak 

memberitahukan jumlah barang yang di impor secara benar dalam dokumen 

impornya yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2007.

Modus penyelundupan seperti yang telah diuraikan di atas sering di 

lakukan oleh para importir untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Dengan 

modus seperti itu maka importir dapat menghindari pembayaran bea masuk dan 

pajak dalam rangka impor yang menurutnya akan membebani biaya penjualan 

mereka. Pada kasus yang pertama, modus yang dilakukan oleh importir adalah 

dengan mengurangi secara tertulis jumlah barang pada dokumen sehingga apabila 

dilakukan pemeriksaan fisik akan ditemukan jumlah barang lebih banyak
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daripada apa yang tertulis di dokumennya, sehingga dikategorikan sebagai 

penyelundupan. Kemudian dengan sengaja memberitahukan secara salah harga 

yang akan dijadikan dasar penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka 

impor (under invoicing).

Pada tanggal 20 Desember 2006, CV APIK mengimpor tiga kontainer 

yang diberitahukan sebagai Ceramic Tiles, Shower Set dan Toilet Set dari 

pemasok SC Import and Export Co, Ltd yang berasal dari China. Setelah 

dilakukan pemeriksaan pabean terhadap barang impor tersebut, didapatkan 

kesimpulan bahwa importir telah melakukan pelanggaran peraturan di bidang 

kepabeanan atau telah melakukan penyelundupan.

Pada kasus yang kedua yaitu penyelundupan Spare part, importir sengaja

memberitahukan secara salah jumlah barang yang di impornya, juga untuk

menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor. CV AMJ

pada tanggal 16 Januari 2007 mengimpor Spare part dari pemasok P&S Pte, Ltd

yang berasal dari Singapura. Kemudian berdasarkan informasi dan hasil

pemeriksaan pabean, barang impor tersebut akhirnya di tindak dan di perlakukan 

sebagai barang hasil penyelundupan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk mengangkat 

masalah ini ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul 

“PENYELESAIAN KASUS PENYELUNDUPAN DI WILAYAH HUKUM 

KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PALEMBANG”

* v
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis 

mengangkat permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah penyelesaian kasus penyelundupan di Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe A3 Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyelesaian kasus penyelundupan yang teijadi di 

wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini

adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna untuk menjadi masukan bagi para

mahasiswa untuk menambah pengetahuan tentang penyelesaian kasus

penyelundupan.

2. Secara praktis agar skripsi ini dapat menjadi masukan bagi para penegak 

hukum (pejabat Bea dan Cukai) serta para pembuat undang-undang dalam 

menangani kasus penyelundupan tersebut.

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya dan banyaknya kasus-kasus penyelundupan, maka 

skripsi ini membatasi ruang lingkupnya hanya mengenai kasus penyelundupan

•V <
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terjadi di wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 

Palembang, sehingga dengan skripsi ini dapat diperoleh gambaran yang lebih 

jelas dan menghindari pembahasan yang menyimpang.

yang

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (yuridis 

sosiologis), yaitu suatu penelitian yang mengkaji efektifitas dari Pasal 102

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan adalah data

kualitatif yang bersumber pada data primer dan sekunder.

b. Sumber Data

1) Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan melalui narasumber yang dianggap mengetahui 

permasalahan mengenai penyelundupan tersebut, sehingga dapat 

diperoleh data dan keterangan yang lebih jelas.

2) Data Sekunder, dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan 

adalah melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen dengan 

menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur,

cara
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peraturan perundang-undangan, laporan-laporan lainnya yang ada 

kaitannya dengan tindak pidana penyelundupan tersebut.

3. Metode Penentuan Responden

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan dalam penelitian 

ini adalah dengan memakai metode purposive. Dimana penentuan responden 

didasarkan atas pertimbangan kemampuan informan dalam mengetahui atau 

menguasai permasalahan yang akan dibahas sehingga apa yang menjadi 

tujuan penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai. 

Dalam hal ini informan yang mempunyai pengetahuan dan penguasaan 

permasalahan dalam kasus penyelundupan yang teijadi di wilayah hukum 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang adalah sebagai berikut:

1. Satu orang Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.

2. Satu orang Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan di Kantor Pelayanan

Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.

3. Satu orang Kepala Seksi Pabean di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

A3 Palembang.

4. Satu orang Koordinator Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan 

di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.

5. Satu orang Pelaksana Pemeriksa pada Seksi Penindakan dan Penyidikan di 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Palembang.

4. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan 

langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data dan keterangcara an

•V •
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yang lebih jelas atas data yang diperoleh. Pengumpulan data dengan 

menggunakan metode wawancara.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri bahan hukum 

yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 

tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang 

Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi

Kepabeanan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang

Impor, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-

07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di

Bidang Impor, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor

Kep-151/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana 

Kepabeanan di Bidang Ekspor, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai Nomor P-01/BC/2007 tentang Perubahan Kelima Atas 

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk
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Penghitungan Bea Masuk, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing 

dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur 

Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas 

bahan hukum primer, yang terdiri dari asas-asas hukum, yurisprudensi

dan doktrin.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri dari jurnal, 

majalah, dan lain sebagainya.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3

Palembang.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data. Pada skripsi ini

menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa 

keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data yang dijabarkan berupa 

data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di 

lapangan. Kemudian pembahasan dan penguraian data dan informasi yang 

berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu 

analisis terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan 

pokok permasalahan penulisan.4

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 32
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